
 

 

 

  

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

SALINAN 

 

 
 

 
 

KEPUTUSAN  

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  

 

NOMOR 6 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

ADVISOR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

 

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transformasi 

pengadaan yang dilakukan melalui kegiatan Probity 

Advice pengadaan barang/jasa pemerintah di 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu 

melakukan penyesuaian terhadap personel yang 

sudah ditetapkan sebagai Advisor Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu 

untuk memperbaharui dan menetapkan Keputusan 

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah tentang Advisor Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 
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Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 144); 

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara   Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 

4. Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian 

Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 

tentang Pedoman Probity Advice Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

 

 

 

 

 

 

jdih.lkpp.go.id



-3- 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan 

 

 

: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN 

SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG ADVISOR 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 

 

KESATU : Menetapkan Advisor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

KEDUA : Advisor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

ini. 

 

KETIGA : Terhadap pelaksanaan probity yang sedang berjalan pada 

saat keputusan ini ditetapkan, advisor tetap melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan rencana probity (probity plan) yang 

telah ditetapkan. 

 

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan 

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Advisor Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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LAMPIRAN   : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN 

PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA 

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH TENTANG ADVISOR 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

NOMOR : 6 TAHUN 2025 

TANGGAL : 1 Desember 2025 

 

No Nama Lengkap Instansi 

1.  Abdi Yerhan 
Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

2.  Abdul Farid Hasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara 

3.  Abdul Gafur Darussalam 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

4.  Abdul Halim Katilie Pemerintah Kabupaten Bone Bolango 

5.  Abdul Haris BPSDM Pemerintah Provinsi Aceh 

6.  Abdul Kadir Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

7.  Abdul Samad Pomalingo 
Kantor Kementerian Agama Kab. Gorontalo 

Utara 

8.  Abdulwahid Saraha Pemerintah Kota Tidore Kepulauan 

9.  Abi Tonjo Buono 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

10.  Achfas Zacoeb Universitas Brawijaya 

11.  Achmad Fauzan 
Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral 

12.  Achmad Karsono Konsultan Individu 

13.  Achmad Kosasih Setda Kab. Bandung 

14.  Achmad Mujtaba Kementerian Keuangan 
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No Nama Lengkap Instansi 

15.  Achmad Sepriwiadi Kementerian Kelautan dan Perikanan 

16.  
Achmad Sugianto Hadi 

Sumarto 
Pensiunan ASN 

17.  Achmad Zikrullah Kementerian Keuangan 

18.  Ade Kristianto Kementerian Kebudayaan 

19.  Ade Kristiawan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

20.  Ade Rizky Emirsyah 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

21.  Ade Tri Ajikusumah 
Inspektorat Investigasi Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

22.  Ady Fazar Pemkab Tabalong Kalsel 

23.  Afri Dian Setiyani 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

24.  Agung Ismail 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

25.  Agus Arif Rakhman 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika 

26.  Agus Jatmiko 
PPSDM Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

27.  Agus Kurniawan Pemerintah Provinsi Papua Selatan 

28.  Agus Mulyaman Pensiunan ASN 

29.  Agus Nain Sahabat 
Dinas Binamarga dan Penataan Ruang 

Provinsi Sulawesi Tengah 

30.  Agus Salim Salman Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat 

31.  Agus Wiono BPSDM Provinsi Kalimantan Barat 

32.  Agus Yusuf Arianto Pensiunan ASN 
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No Nama Lengkap Instansi 

33.  Ahmad Ainul Fahmi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal 

34.  Ahmad Faiqul Ihsan Kementerian Agama 

35.  Ahmad Feri Tanjung 
Universitas Prima Indonesia Sumatera 

Utara 

36.  Ahmad Khulaemi Kementerian ESDM 

37.  Aisah Ahmad Pemerintah Kota Ternate 

38.  
Akmal Muhamad Ridwan 

Yasmun 
Pemerintah Kota Depok 

39.  Alamsyah Politeknik Negeri Bengkalis 

40.  Albert Pramono Soesanto Pemerintah Kabupaten Sragen 

41.  Alfeatra Rapa Pemerintah Kota Jayapura 

42.  Alfi Syukri Rama UIN IB Padang 

43.  Alfonsus Riko Rinaldi Pemerintah Kabupaten Pati 

44.  Alwi Ibrahim Pensiunan ASN 

45.  Amik Tri Istiami Kementerian Agama 

46.  Aminuddin Ilham Sanusi Pemerintah Kota Tual 

47.  Amransyah Muslimin 
Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung 

48.  Amri Husin 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda 

Kalimantan Tengah 

49.  Amsyar Inspektorat Kabupaten Gorontalo 

50.  Anang Dwi Resdianto Pemerintah Kabupaten Jember 

51.  Andayani Nurfaizah 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 
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No Nama Lengkap Instansi 

52.  Anderson 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Pemerintah Kota Salatiga 

53.  Andi Aprizon Setda Kota Jambi 

54.  Andi Darmawan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

55.  Andi Juana Fachruddin Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur 

56.  Andi Muhammad Arpan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur 

57.  
Andi Putri Fathania Nur 

Ranti Faisal 

Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

58.  Andrianto 
Pemda Kab. Pangkajene dan Kepulauan 

Prov. Sul Sel 

59.  Andrizky 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa, 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 

60.  Andy Martanto 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

61.  Angga Sanjaya Lingga 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

62.  Angga Widita Amirul Pemkot salatiga 

63.  Anggara Rawijayadi 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia 

64.  Anindita Widya Sismiati 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

65.  Anita Meilani 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

66.  Ansar Sekda Pemerintah Kota Makassar 

67.  Antonius Lambok Sihombing 

Kementerian Koordinator Bidang 

Infrastruktur dan Pembangunan 

Kewilayahan 

68.  Anwar Subianto PT. Procurindo Selaras Mandiri 
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No Nama Lengkap Instansi 

69.  Anwar Syam Institut Pertanian Bogor 

70.  AR Hanung Triyono 
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jawa 

Tengah 

71.  Ardi Kasmono 
Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa 

Timur 

72.  Ari Sulindra 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

73.  Ari Purwadi Mokoginta 
Pemerintah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur 

74.  Ari Puspitasari Pemerintah Kota Kediri 

75.  Arid Ahmad Ridwan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

76.  Arief Widiyatmoko Aji Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal 

77.  Arif Budiman Anwar 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

78.  Arif Rachman 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

79.  Arthur Halik Razak 
Kemendiktisaintek, Politeknik Negeri Ujung 

Pandang 

80.  Asman Dila Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor 

81.  Asrin Zalim Pemerintah Daerah Kota Baubau 

82.  Astri Erviana 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

83.  Atty Aryanti Saraswati Institut Teknologi Bandung 

84.  Audita Octaviani 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

85.  Ayep Tahyudin 

Biro Umum Sekretariat Jenderal 

Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 
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No Nama Lengkap Instansi 

86.  Azwar Nafarin 
RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh 

Banjarmasin 

87.  Baharuddin Dwi Isnanto 
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan 

Pengendalian Lingkungan Hidup 

88.  Baihaki Individu 

89.  Bambang Alamsyah Pensiunan ASN 

90.  Bambang Saputra 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

91.  Bambang Widianto 

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

92.  Baskoro Ari Wibowo Pemerintah Kota Yogyakarta 

93.  Bayu Sulistomo 
Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

94.  Benny Mansjur Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan 

95.  Bergas Sulutoro BPBJ Kabupaen Gunungkidul 

96.  Billy Thandy Tulungen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

97.  Bona Panjaitan Pensiunan ASN 

98.  Budi Handayani 
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Kab. Cilacap 

99.  Budi Hernanda Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru 

100.  Budi Setyono Badan Nasional Pengelola Perbatasan 

101.  Budi Sukiswo DPUPKP Kabupaten Sleman 

102.  Buyung Dodi Gunawan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 

103.  Candra Simon Septyan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 
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No Nama Lengkap Instansi 

104.  Carles M Simamora Pemerintah Kota Bandung 

105.  Carolina Maria Anggreini 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

106.  Catur Prabowo Kementerian Keuangan 

107.  Cecep Fauzy Chaidir Pensiunan ASN 

108.  Cecep Sukmana Biro PBJ Sulawesi Barat 

109.  Christian Gamas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 

110.  Christiana Sri Andayani RSUD dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 

111.  Christovorus 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke 

112.  Clara Novia 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

113.  Danar Sandi Kusuma 
Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi (Universitas Tidar) 

114.  David Kumala Daud 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda 

Kab. Majalengka 

115.  Davli 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh 

Kota Sumatera Barat 

116.  Deasy Rachmawati 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

117.  Dedi Anwar Sipayung Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

118.  Dedi Yuneldi Pemerintah Kota Padang 

119.  Dedy Asmeiliza BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya 

120.  Denny Wijaya Permana Kementerian Kelautan dan Perikanan 

121.  Des Indri Prihantony Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 
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No Nama Lengkap Instansi 

122.  Desak Putu Ayunda Putri 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

123.  Desi Kartika 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

124.  Dewa Gde Padmayasa Pemerintah Kabupaten Gianyar 

125.  
Dewa Ngakan Ketut 

Widnyana Maya 

Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Bangli, 

Bali. 

126.  Dewi Larasati Institut Teknologi Bandung 

127.  
Dewi Purbandari 

Rachmadhanti 

Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

128.  Dewi Sartika 
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

129.  Dewi Utari Pemerintah Kota Salatiga 

130.  Dian Arsita Wardhani 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

131.  Diana Ulfi Jannati 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

132.  Diani Bahri Puteri 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

133.  Dicky Rakhmadi 
Inspektorat Kabupaten Kampar, Provinsi 

Riau 

134.  Dipo Adi Negoro 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

135.  Dissa Patricia 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

136.  Diva Hidayat Lubis Kepolisian Daerah Riau 

137.  Djuliman Bale 
Pemerintah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan 

138.  Doddy Harry Dwinarjawan 
Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

jdih.lkpp.go.id



-13- 

 

 

 

No Nama Lengkap Instansi 

139.  Donald Sutanto Panjaitan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

140.  Doni Tondo Setiaji Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus 

141.  Dony Ambadi 
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia 

142.  Dudi Krisnabrata 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Cilacap 

143.  Dudung Abdul Malik 
Bagian Pengadaan Barang/ Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan 

144.  Dudy Harida Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 

145.  Dwi Wahyuni Kartianingsih 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

146.  Dwi Andayani 
Biro Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur 

147.  Dwi Walojo Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim 

148.  Dyah Muharini UKPBJ Kabupaten Magetan 

149.  Eben Henry Reagen 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

150.  Eddy Jaya Putra BPBD PROV SULSEL 

151.  Edhy Wijanarko 

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan 

Administrasi Pembangunan Pemerintah 

Provinsi Bengkulu 

152.  Edi Kristiyanto 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

153.  Edi Saputra P Lembaga Administasi Negara 

154.  Edi Tamtomo Badan Pemeriksa Keuangan 

155.  Edward Pakpahan Pensiunan ASN 
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No Nama Lengkap Instansi 

156.  Eka Wara Marthianti 
Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah 

Harapan Kita 

157.  Eko Priyanto Inspektorat Kabupaten Bondowoso 

158.  Eko Rinaldo Octavianus 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

159.  Eko Maarif 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

160.  Eko Supriyono sekretariat daerah kota metro 

161.  Ellen Christina Junindra 
Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Merauke 

162.  Emilia Kementerian Kesehatan 

163.  Emin Adhy Muhaemin 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

164.  Endah Fitri Susanti Sekolah Tinggi Multi Media 

165.  Endang Kartika Sari Sekretariat Daerah Kota Kediri 

166.  Endro Suryono 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Batang 

167.  Erlangga Aninditya 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

168.  Ervina Utami Br Panjaitan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

169.  Euodia Putri Prastika 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

170.  Eva Ayuga Ningrum 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

171.  Eva Sari Dewi Otorita Ibu Kota Nusantara 

172.  Fadhlil Khaliq Irawan 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda 

Provinsi Kaltim 
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No Nama Lengkap Instansi 

173.  Fadli Arif 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

174.  Fadliyadi Jezria 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

175.  Fairuz Nawfal Hamid 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

176.  Fahrudin 
Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 

177.  Fahrurrazi Pemerintah Kota Sukabumi 

178.  Fajar Adi Hemawan 
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan 

Teknologi 

179.  Faradillah Yusuf Liputo 
Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan 

Kabupaten Poso 

180.  Farida Abbas UKPBJ Setda Prov Maluku Utara 

181.  Fazziullah Fansyuri Dinas PUPR Prov Kep Bangka Belitung 

182.  Febri Kamalisa Rachman 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

183.  Felleps F.S. Wuisan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

184.  Ferry Firmansyah 
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Bogor 

185.  Ferry Hendri Koerniawan Pemerintah Kota Mojokerto 

186.  Firmansyah 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

187.  Fitri Yusman Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) 

188.  
Fourent Glaudia Rizky Mas 

Wardani 

Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

189.  Frama Nugraha 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 
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No Nama Lengkap Instansi 

190.  Frans Budiman Johannes 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda 

Provinsi NTT 

191.  
Glodius Mathias Sandi 

Toendan 
Pemerintah Provinsi Bali 

192.  Gromiko UKPBJ Kemenkes 

193.  
Gusti Agung Aju Diah 

Ambarawaty 

Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

194.  Gusmelinda Rahmi 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

195.  Hamdani Agus Institut Seni Indonesia Padang Panjang 

196.  Hamzah Abdul Majid 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

197.  Handoyo Nugroho Inspektorat Kota Surakarta 

198.  Hardi Afriansyah 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

199.  Harry Sri Kahartan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

200.  Hasnah Arief Inspektorat Daerah Pro. Sulawesi Tenggara 

201.  Heldi Yudiyatna 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

202.  Hendriansyah Kementerian Kesehatan RI 

203.  Hendy Karles Pemerintah Kabupaten Samosir 

204.  Heni Mariati Dinas PUPR Kabupaten Kapuas 

205.  Henry Politeknik Negeri Padang 

206.  Hera Gunandar biro administrasi pembangunan 

207.  Heriyanto Prabowo Aji Pemerintah Kabupaten Tegal 
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No Nama Lengkap Instansi 

208.  Hermawan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

209.  
Hernaning Rangga Dhyta 

Utama 
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 

210.  Herry Iskandar IAPI Kalbar 

211.  Heryanto Sijabat Kementerian Keuangan 

212.  Hijaskar 
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Karimun 

213.  Hilman Fazri 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

214.  Himawan Giri Dahlan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

215.  I Dewa Agung Gede Manu Pemerintah Provinsi Bali 

216.  I Ketut Suastina Dinas Kesehatan Kota Denpasar 

217.  I Made Budi Adiana 
Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat 

Daerah Provinsi Bali 

218.  I Made Sudarsana Individu 

219.  I Nyoman Alit Parnata Inspektorat Kabupaten Badung 

220.  I Putu Agus Sudiwartana 
Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi 

Bali 

221.  I Wayan Krisna Wardana Pensiunan ASN 

222.  Ida Asani Biro PBJ NTB 

223.  Ida Ayu Putu Suciati Inspektorat Daerah Provinsi Bali 

224.  Ida Farida 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

225.  Idham Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh 
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226.  Ika Gunawan 
Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan 

227.  Ika Kurnia Mustika 
Biro PBJ Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

228.  Ikak Gayuh Patriastomo Pensiunan ASN 

229.  Iksan Pemerintah Provinsi Maluku Utara 

230.  Ilham 
Biro Umum dan PBJ Kementerian 

Pendidikan Dasar dan Menengah 

231.  Imam Rudy Kurnianto Pemkab Tegal 

232.  Imam Tri Mindaryanto Kementerian Perhubungan 

233.  Inamawati Mastuti Dewi 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

234.  Indra Gunawan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir 

235.  Indro Bawono Kementerian Keuangan 

236.  Intan Dana Lestari 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

237.  Intan Permata Sari 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

238.  Ira Kristanty DPU Kab. Gunung Mas 

239.  Irawaty Imran Pensiunan ASN 

240.  Irfan Abdul Setda Kabupaten Gorontalo Utara 

241.  Irla Erdina Sari 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi 

Sumatera Barat 

242.  Irpan Rosidin 
Biro Pengadaan Barang Jasa Sekretariat 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

243.  Irwan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 
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244.  Irwan Iskandar 
Setda. Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Timur 

245.  Ishak Siregar Badan Riset dan Inovasi Nasional 

246.  Ismail Marzuki Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka 

247.  Isriadi Putranto Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar 

248.  Iwan Herniwan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

249.  Iwan Julisman Pemerintah Kabupaten Mesuji 

250.  Iwan Kustiawan Pemerintah Kota Banjar 

251.  Januar Indra 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

252.  Jefry Seftian 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

253.  Jemy Latupeirissa Pemerintah Kota Ambon 

254.  
Jhon Piter Halomoan 

Situmorang 
Pensiunan ASN 

255.  Jhoni Arwan Sulaksono Bappeda Kabupaten Sidoarjo 

256.  Jimmi Zikria Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 

257.  Joffri Herman Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja 

258.  Joko Heratmo 
Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Bappenas 

259.  Jufri Antoni Universitas Prima Indonesia 

260.  Juni Irawati Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu 

261.  Juwarto Kabupaten Tulang Bawang Barat 

262.  Kadek Agus Putra Sastrawan Pemerintah Provinsi Bali 
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263.  Kadek Gung Yujun Artohjiwa Pemerintah Provinsi Bali 

264.  Katri Kusuma Adi 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

265.  Ketut Dirgahayu Dinas PUPR kab. Lampung Selatan 

266.  Koco Doyo Mielopo 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

267.  Kresna Makkulawu Pemerintah Kota Tarakan 

268.  Kurniawan Ilyas Pemerintah Kota Kendari 

269.  Kusyanto Pemerintah Kabupaten Pemalang 

270.  La Adham 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Kabupaten Karimun 

271.  Leonard Paisei 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA 

provinsi Papua 

272.  Linda Mikowati 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

273.  Lindra Raliy Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara 

274.  
Linggar Lailatussa'adah 

Inhardy 

Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

275.  Lintong Sinambela Kementerian Pertanian 

276.  Lukman Biro PBJ Provinsi Sulawesi Tengah 

277.  Lutfin Muhammad BPBJ Setda Provinsi Maluku Utara 

278.  M. Muklis Isnaini Inspektorat Pemerintah Kota Kediri 

279.  M. Q. Siddiq Zam 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

280.  M. Syarif Pemerintah Kota Makassar Prov. Sul-Sel 
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281.  
Mahaputera Kesumanegara 

Saputra 
Universitas Negeri Jakarta 

282.  Mahdevie K RSUP Dr. M. Djamil Padang 

283.  Mahdi 
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat 

Daerah Kota Bima 

284.  Mahdi Syamri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 

285.  Makmur 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 

286.  Mansyur Latif Dinas Infokom Papua Pegunungan 

287.  Maria 
Biro Pengadaan Barang Jasa Sekretariat 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

288.  Martin Porman Sipahutar 
Biro Pengadaan Barang / Jasa Provinsi 

Kepulauan Riau 

289.  Masrif 
Dirjen SDM Kesehatan Kemenkes RI 

(Poltekkes Gorontalo) 

290.  Mauladi Widodo Pensiunan ASN 

291.  Mayer Alfian Samosir 

Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan 

292.  Melissa Oktaria 

Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung 

293.  Melky Kuri Wosiri 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke 

294.  Meylina Putri Fibisari 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

295.  Mhd. Irsan Nasution 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

296.  Michael S Nababan 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara 
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297.  Mina Ayu Roswyda Pemkab Tanah Laut 

298.  Mira Erviana 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

299.  Mirhan Triandi Doe Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 

300.  
Moch Achmad Lilik Cholid 

Imam Buchori 
Kementerian Keuangan 

301.  Moch Kosim Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember 

302.  Mohamad Priyono 
Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan 

Jasa Provinsi DKI Jakarta 

303.  Mokhamad Kholid Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

304.  Mudjisantosa MS Training and Consulting 

305.  Muh. Sabri UKPBJ Kabupaten Bone 

306.  Muhamad Dwi Sumanto 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

307.  Muhamad Kasman 
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan 

308.  Muhamad Saifudin Kementerian PPN/ Bappenas 

309.  Muhammad Alfian Amri Pemerintah Kabupaten Maros 

310.  Muhammad Arifin Siregar 
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat 

Daerah Provinsi Bengkulu 

311.  Muhammad Aris Supriyanto 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

312.  Muhammad Fajuri UKPBJ Sekretariat Daerah Kab.Tangerang 

313.  Muhammad Junaidi 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 

Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang 

314.  
Muhammad Kahar Akbar 

Palinrungi 
Universitas Negeri Makassar 

jdih.lkpp.go.id



-23- 

 

 

 

No Nama Lengkap Instansi 

315.  Muhammad Naim 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

316.  Muhammad Havis Adhitya 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

317.  Muhari Universitas Mulawarman 

318.  Muharlin Biro Pengadaan Provinsi Sulawesi Barat 

319.  Mujiono 

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Papua 

320.  Muliono 
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan 

Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar 

321.  Mulyadi Pemerintah Kota Depok 

322.  Musni 
Dinas Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman Kab. Wakatobi 

323.  Mustari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 

324.  Mustofa DPP IAPI 

325.  Mustofa Kamal Pusdiklatwas BPKP 

326.  
Mutiara Ramadhani 

Kusumadewi 
Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut 

327.  Nasrul BPBD Kota Pagar Alam 

328.  Nida Mufidah Anggraini 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

329.  Niken Novia Sitaresmi 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

330.  Niki Afidah Mukmin Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah 

331.  Nosin Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
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332.  Novianto Utomo 
Bagian Pengadaan Barang Jasa sekretariat 

Daerah Kabupaten Gunungkidul 

333.  Novida Widarani 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

334.  Nugroho Wahyu Pratama Universitas Negeri Semarang 

335.  Nuki Marwoto Sekretariat Daerah Riau 

336.  Nur Aliuddin 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan 

Barat 

337.  Nuraini Darmastuti 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

338.  Nursiah 
Pusat Kanker Nasional RS Kanker Dharmais 

Kementerian Kesehatan 

339.  Octo Army 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

340.  Ovan Patuang Putra BAPPERIDA KAB. LUWU UTARA 

341.  
Pandu Taruna Kristianto 

Guterres 

Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

342.  Paramitha Agdina Pusparini 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

343.  Parmiyati Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 

344.  Permana Hendrawangsa IAPI 

345.  Puteri Rengganis 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

346.  Putra Yani 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan 

Mentawai 

347.  Putri Ayu Permatasari 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

348.  Putri Triyandini 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 
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349.  R. Fendy Dharma Saputra 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

350.  R. Suryanto Komisi Pemilihan Umum 

351.  Raden Ari Widianto 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

352.  Raharjo Pemerintah Kabupaten Tangerang 

353.  Rahfan Mokoginta Pemerintah Kota Kotamobagu 

354.  Rahmadhani 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi 

Kalimantan Selatan 

355.  Rahmi Fathani 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

356.  Rakhmat Thahir Pemerintah Kabupaten Mamuju 

357.  Ranto Badan Gizi Nasional 

358.  Rasmita Juliana Sitepu 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

359.  Raymon Budi Hermanto Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

360.  Refdizalis 
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 

dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar 

361.  Reflus DPP IAPI 

362.  Reni Warti. A 
Kementerian Perumahan Kawasan 

Perumahan 

363.  Ridwan Berlianto kementerian perhubungan 

364.  Rini Handriyani 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

365.  Risdiani 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung 
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366.  Ristanatalia Br. Sinaga 

Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 

serta Pariwisata Kabupaten Karo Sumatera 

Utara 

367.  Risto Naibaho Kementerian Kelautan dan Perikanan 

368.  Riswan Kementerian Agama 

369.  Rizki Damayanti 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

370.  
Rizki Veronika Damayanti 

Situmorang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

371.  Rizky Dwi Raharjo 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

372.  Rohana Litasmi UKPBJ Provinsi Bengkulu 

373.  Ronald Hasudungan Sianturi 
Fakultas Hukum Universitas Prima 

Indonesia 

374.  Rony Novian 
Dinas PUPR Perkimtan kabupaten 

Lamandau 

375.  Rosdiana 
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemprov. DKI Jakarta 

376.  Rr Ajeng Kusharyeni Pratiwi 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

377.  Rudi Suhendra Kementerian Agama 

378.  Rudy Afriadi 
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Kabupaten Asahan 

379.  Rumi Saryati RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 

380.  Rusmiadi 

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang 

Provinsi Sulawesi Tengah ( Pemda. Provinsi 

Sulawesi Tengah) 

381.  Safira Rachmadewi 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 
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382.  Sahrullah 
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 

383.  Saifudin Zuhri Pemerintah Kabupaten Tulungagung 

384.  San San Arisandi 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Sukabumi 

385.  Sanusi Burhanudin Pemerintah Kabupaten Gresik 

386.  Saptono Jenar 
Kementerian Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi 

387.  Sari Melani 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

388.  Sastyo Aji Darmawan 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 

Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia 

389.  Selamet Budiharto Pensiunan ASN 

390.  Sella Berlian Ramadhita 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

391.  Seno Haryo Wibowo 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

392.  Septian 
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara 

393.  Setya Budi Arijanta 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

394.  Setyanto Putro Institut Seni Indonesia Yogyakarta 

395.  Sherli Yessi 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi 

Lampung 

396.  Sigit Apriyanto 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

397.  
Simon Panangian 

Pangihutan Simanjuntak 
Kementerian Pertanian 

398.  Sinta Posmaria Silalahi Kementerian PU 
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399.  Siti Horiah 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

400.  Siti Rohanah 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

401.  Slamet Sudaryo 
Pusat Kajian dan Studi Kebijakan Publik 

(PKSKP) 

402.  Slamet Suhariadi 
Himpunan Ahli Kontrak Konstruksi 

Indonesia 

403.  Sohna Musaad 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA 

Provinsi Papua 

404.  Son Magenda Ardiwinata Pensiunan ASN 

405.  Sri Evi Rizkiana Hasibuan Pemerintah Kota Solok 

406.  Sri Wiharnanto Individu 

407.  Subandi DPD IAPI Kepulauan Riau 

408.  Sudarmawan Dinas PUPR Kota Sabang Provinsi Aceh 

409.  Sudiharto 
Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang 

Kab. Pasuruan 

410.  Sugianto Eko Prambudi Pemerintah Kota Mataram 

411.  Suhardiman 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Setdakab Lampung Barat 

412.  Suhariyanto Politeknik Negeri Malang 

413.  
Suharsono Bambang 

Setyawan Sasimartojo 
DPD IAPI Jawa Timur 

414.  Sukri Dinas Kesehatan Kabupaten Maros 

415.  Sukriadi Pemerintah Kota Parepare 

416.  Sumedi Pensiunan ASN 
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417.  Supardi Sahabu Kementerian Imigrasi & Pemasyarakatan 

418.  Surya Sanda 
Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi 

Sulawesi Tengah 

419.  Suryamiharja Biro Pengadaan Barang/Jasa Papua Barat 

420.  Suryo Purnomo Satpol PP Prov. Sulawesi Tenggara 

421.  Sustiwati 
Biro Pengadaan Barang/ Jasa Kementerian 

Kesehatan 

422.  Sutami Mappasimbung Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa 

423.  Sutarno Pensiunan ASN 

424.  Suyadi Pemerintah Kabupaten Rembang 

425.  Syafrizal 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov 

Kalsel 

426.  Syafruddin 
Dinas Perdagangan Dan Industri Kabupaten 

Jombang 

427.  Syafruddin A. Mahurati 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Palu 

428.  Syamsir Rahman 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Tabalong 

429.  Syamsurizal Ex Disperindag Sumbar 

430.  Syarif Hidayat 
Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kabupaten 

Tabalong 

431.  Syukri 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

432.  Takdir Ali Mahmud 
Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi 

Maluku Utara 

433.  Tatang Sontani 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung 

434.  Tatang Sontani Sekretariat Daerah Kabupaten Batang 
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435.  Taufik Hidayat Kementerian Dikti Saintek 

436.  
Tedi Lesmana Mauludi 

Kastari 
Kementerian Keuangan 

437.  Tedy Setiadi Kementerian Keuangan 

438.  Teizar Filman Tiar 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun 

439.  Theo Yanuarizki Kementerian Agama (IAIN Curup) 

440.  
Theodorus Minggus Hein 

Bonay 
DPMPTSP Kota Jayapura 

441.  Tinta Nurvitania 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

442.  Tito Sulistyo 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

443.  Tjipto Prasetyo Nugroho RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

444.  Togu Sihombing Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

445.  Tomy Darlinanto Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 

446.  Topan Hidayat Prabowo Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 

447.  Toto Prihantoro Badan Riset dan Inovasi Nasional 

448.  Tri Putranto Vindi Kusuma 
RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung 

449.  Tri Tarwoco 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi 

450.  Tri Wahyu Rubianto Pemerintah Kota Batam 

451.  Tri Wahyu Widodo Badan Riset dan Inovasi Nasional 

452.  Trisca Vimalasari 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 
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453.  Turmudi UKPBJ kab. Mesuji 

454.  Tutik Handayani Kementerian Kelautan dan Perikanan 

455.  Untung Yasril 
BP2JK Wilayah Jambi Kementerian 

Pekerjaan Umum 

456.  Usmadiansyah 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kalimantan Barat 

457.  Vidi Januardani Kementerian Kelautan dan Perikanan 

458.  Vilda Pratiwi BPBJ Setda Kabupaten Luwu Utara 

459.  Vitalis Windu Wahyu Wibowo Biro PBJ Prov Kalteng 

460.  Wahyu Tri Prasetyo Sekretariat Daerah Kota Magelang 

461.  Wakhyudi 
Pusdiklatwas Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan 

462.  Wawan Kuswandi Pemerintah Kota Tasikmalaya 

463.  Widjaja Saleh Putra Dinas Perhuhungan Kota Malang 

464.  Wildan Massani 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

465.  Wirsanto Palangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 

466.  Wuri Setianingrum 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

467.  Yahyah Universitas Nusa Cendana 

468.  Yanes Gusman Panie Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

469.  Yanuar Wijayanto 
Pusat Pengembangan SDM Aparatur 

Perhubungan Kementerian Perhubungan 

470.  Yeffri Purnama 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai 

Kartanegara 
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471.  Yogie Prastiyans 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

472.  
Yohannes Royas Noples 

Situmorang 
Pemerintah Kabupaten Asahan 

473.  Yono Heryadi Pemerintah Kota Kediri 

474.  Yori Feriyandi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 

475.  Yudhianto Dwi Andika Putra 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

476.  Yudi Santosa Pemerintah Kota Kediri 

477.  Yudha Tama Ilhami 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

478.  Yudiono 
Bagian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 

Kota Kediri 

479.  Yulianto Prihhandoyo 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

480.  Yuli Trisna Ibrahim Pemkot Pontianak 

481.  Yulianty Liga Pabutungan BPBJ Sekretariat Daerah Kota Jayapura 

482.  Yung Aulia Warastiti Pemerintah Kota Mataram 

483.  Yung Savitri 
Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok 

Barat 

484.  Yurika Xanthinia Wijayanti BPSDM Kementerian Dalam Negeri 

485.  Yustitia Fernando 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

486.  Yustus Fonataba Pemerintah Kota Jayapura 

487.  Zahwan Zaki 

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 

Belitung 
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488.  Zulhenny 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

 

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN 

PENYELESAIAN SANGGAH 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH 

 

ttd 

 

SETYA BUDI ARIJANTA 
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